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Menimbang -

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMGR T TAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

=

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOTA METRO,

Imhwr Pemerintah Kota Metro dalam rangka menyediakan
rumah bapl masyorakat vong berpenghasian rondah perla
menyelengparakan mumah susun sederhana sewa;

bahwa berdasarkan Sural Edaran Menieri Pekerjaan Urmam
N (7 /SE/M 2013 Tanggal 22 Mel 2013 tentang Pedoman
Penyiapan Pengelola Dan Penghuni Humah Susun Bewa, antara
lain menyatakan oleh karena RBumah SBusun Scderhana Scwa
tersebut harus sudah diboni dan dikelola olch Pemenntah Kota
Melrn sedangkan statusnya masth BMN (Barang Milik Ncgara)
maks Pemerniah Kola Mews sementara wakia dapat membuat
Peraturan Waliknia tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana  sewa  dalam  rangke  keglatan  pengelolaan  dan
penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa sambil menunggu
selesainya proses hibah dari Kementerian Kenangan;

hahwa untuk tertib administrasi dan kclancaran pemanfasatan
rumah susun sederhana milik Pemerintah Kota Metro porlu
menetapkan Peraturan Walilkota tentang Pengelolaan Fumah
Susun Sederhana Sewns

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupatcn Datt I Lampung
Timur, Kotamadya Dati 11 Moo (LembaEran Nogara  Republik
Indoncsia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nepsams
Republik Indenesia Nomor 3823}

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaraon Negara FRepublik
Indonesia tTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesla Nomor 5234);

Undang - Undang Nomeor 20 Tahun 20117 lentang Kuomah Susun
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor . 108,
Tambahan Lembaran Nogara Eopublik Indonosia Nomor S252);

Unidang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Nuaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Newnor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2014
[Lembaran Negara Republik Indoncsia Tabun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Eopublik Indoncesia Nomor o5849);

Peraturan  Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Ropublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Megard Republik Indonesia Nomor 5333);
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Menetapkan :

.

Peraturan Menteri Mogara Ierumahian Nomor 14/
PERMEN/M /2007 tentang  Penpgelolaan RHumah  Susun
Sederhana Bewa:

Peraluran Daerah Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Botribusi
Jasa  Ularha [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012
Nimnor £, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Mctro Nomor 6f;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dralam Peraturan Walikota ini yvang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kota adalah Vemerintah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Mctro.

3. Dinas  Pekerjaan Umum dan Vormamabhan yang sclonjutnya
disebut Dinas adalah Dinas IPekerjaan Umum dan Perumahan
Kota hMetro.

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permahan yvang selanjuinya
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Ferumaban Kota Metro.

5. Unit Pelaksana Teknis Fumah Susun Bederhana Sewa vang
selanjutnva disebut UPT adalabh Unit Pelaksana Teknis Rumah
Susun Sederhana Sewa kota Metro.

fr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bumah Susun Scdethana Sewa
vang selanjutnya discbut Kepala UPT adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Bumah Susun Sederhana Scwa Kota Mcetro.

¥.Badan adalah sckumpulan orang danj/atau modal vang
mcrupakan késatuan, baik yang mclakukan usaha maupun
vang tidak melakukan usaha vang meliputi persercan terbatas,
perscroan komanditer, perscroan lunnya, Badan Usabha Milik
Megara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentul apapun, firma; kongsi, koperasi, dana
pensiun,  porsckuluan,  poertkumpulan,  yavasan,  organisasi
masss, OTEanisasl sosial polibk atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan wnnyva termasuk kontrak investasi kolckorif
dan bentuk usaha tetap.

H, Humah susun adalah bangunan godung bortinglkat vang
dibangun dalam  suatu Ingkungan  vang  terbagl  dalam
hagisn-bagian vang dislrulkturksn accara fungsional, baik dalam
arah hornzontal maupun vertikal dan merapakan satuan-saduan
yvang masing-masing dapat dimililki dan  digunakan secara
terpizah, tcrutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan
bamuan bersama, benda bersama, dan tomah bersama.

Y, Rumah susun umum adalsh rumah susun yang diselenggarakan

untuk  memernuht kebatuhan rumah bagm masvarakat
berpenghasilan rendah.
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10, Rumah Susun Sederhana Sewa vang sclanjutnya disebut rusunawa adalah
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rumah susun umum yvang diselenggarakan unluk memenuhi kebutuban rumah
bapi masvarakat berpenghasilan rendah, status pongusasasnnya sows sertd
dibangun denguan menggunsakan dang Anggaran Pendapalan dan Belanja Negarg
dan/atan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah dengan fungsi utamanya
schagal hunian.

Fagilitas hunian adalah bagian dan bangunan rusunawa yang difungsiksan
sebwgal hunian dan tidak dapat diahh [ungsikan untuk kepalan lan,

Fasilitas bukan bunian adalah bagian dan bangunan rusunawsa vang
dipersunakan untuk kegiatan ckonomi dan sosial serla bdak dapat dilungsikan
schapal hunian atau dialih [ungsikan unik kegiatan tain.

Pemanfaatan  adalah  pendayagunsan barang milik daerah yang berupa
rusunawa untuk dipergunakan sesuar denger topgas pokok den Tungs: Dinas,
dalam bentuk tarif humian, dengan tidak mengubah staius kepemibkan vang
dilalmakan olch UPPT Fusunawa untuk memfungsikan rusunsawa sesuat dengan
aturan vang tclah ditelapkan

Retribusi pemakaian kekavaan dacrah, vang selanjuinyva disebul retribusi,
adaleb punguten vang dikenslkan kepade oreng prbwedr sloe bedan veng
mengglnakan /menikimati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.

BAB 11
RUSUNAWA

Pasal 2

Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan fasilitas misunawa.
Yasilitas masunawa vang dapat dimasniaatkan terdin dan -
a. fasilitas hunian; dan

b. fasilitas bukan huaiarn.

Pasal 3

Fasilitas human  rusunawd hanva  dapat dirmanfaatkan olch masyvarakat
Kia Metrn vang berpenghasilan rendah.

Krileria muasyarakdl berpenghasilan rendah selbuapan benkol:
FPenghasilan per bulan paling banyvak 3 {liga] kalh upah minimum Provinsi
Lammpurnyg per bulan;

BAR 111
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin
Pasal 4

Sctiap orang atau badan yang rmemanfaatkan fasilitas masunawa wajib memiliki
Leiry et Keperlo Diros.

Izin scbagmmana dimalesud pada ayat (1) terdiri dari:
#. 1mn pemanifaatan fasilitas hunian rusunawa;
b win pemanlzatan fasiblas bukan hunian rusunawa.

Pasal 5
Masa berlaku izin pemanfaatan asililas rusunawa paling lama 1 [satu) tahun.

Lan pemanfaatan fasilitas hunian masunawa dapat diperbarui paling lama untuk
3 [liga] kall masa berlaku izin.
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Pas=al 6

[ 1} Dasar pembenan win pemanfaatan fasihtas hunian rasunawa:

i, kelengkapan persysaralan administrasi;
b, kesvsumian knteria masyarakat berpenghasilan rendah: dan
. keteraediaan fambtas rusunasra,

(2] Dasar pembenan ixin pemanlaatan Esilitas bukan hunian rusunawa:

a. kclcngkapan persyaratan administrasi; dan
b, keterscediaan fasilitas bukan hunian rusunawa.

Bagian Kedua
Prosedur Permohanan

Pasal T

Permohonan izin pemanfaatan fasilitas rmusunawa disampaikan secars lerlulis
kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT rasunawa dengan inengis Tormuoliv yang
telah dizsediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Pazal B

(1) Persyaratan administrast wmn permanfaatan fasiitas humian rasunawa scbagai

brrikoat:

A [olokopt Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegalisir olch pejabat yvang
berwecnuane atau Surat Keterangan Tingeal Scmentara pemohon yoang masih
berlaku;

b. fotokopi Kartu Keluargs pomohon vang  dilegalisir olch  pojabat vang
berwenang;

¢, fotokopl surat mkah/akbc percersian yang dilegalsir olch poabal yang
bcrweonang;

d. surat pcryataan ponghasilan bermateral bag pomohon yang pokecnjaannya
tidak terikat oleh instansi/perusahasn antara lain wiraswasta, podagang,
uzaha jasa;

¢, sural permyalaan belum mermilikl ramah bermaleran dan pemohon yang
dikctahw Lurah, atau surat keterangan belum mempunyal rumah dan
pimpinan tempat pemohion bekergs; dan

. foto berwama ukuran 4 x 6 pemohon schbanyak 2 (dod) lembar dan ol
herwarno ulsuran 4 x & susml ataw st schanyak 1 (satu] lombar,

[2] Porsvaratan admimistras win pemanfaatan fasilitas bukan humian rusunawa

schagal berikut:

A. [ninkop Karti Tanda Penduduk pemohon yang dilega lisir oleh pejabal vang
berwenang alau Sural Kelerangan Tinggal Semenlara pemohon vang masih
beriaboy; dan falau

b, [otokopl akte pendinan badan usaha untuk pemohon yang berbadan usaha;
. surat kuasa bermatorw apalala dikuasakan;

Pasal 9

Proscdur permohonan n pemanizatan [asilitas rusunawa adalah sebagal beriloat:

H.

1.

UPT melakukan peneliian dan pengkajian berkas permohonan izin yvang telah
lenpkap den benar;

UPT  dapal  melakukan  peninjauan lokast  dalam rangka momvenfikasa
persyvaratan admimsiras schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
ayar (2);

Kepala ULTT berdasarkan hasil penelitian, pengkajian danjfalag Gnjau lokasi
memberikan rekomendasi kepada Kepala Dines uniok deapal menerims alzog
menmlak permohonan;
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d. Keputusan Kepula Dinas atas permohonan izin diberikan paling lama 10
[sepuluby) har kerja scjak permohanan dinyatakan lengkap dan benar,

Pasal 10

(1} Pemohon yang telah rnemiliki ixin pemanfaatan rusunaws den Kepala Dinas
tapat memanfaatkan rusuanawa sctelah membayar tarif hunisn rusunaws dan
menandatangam perjanjian penghtlinian

(2] Pembayaran  tarif hunian  sehagaimana  dimaksud pada ayat {1} adalah
pembayaran tarf hunian paling sedikil sebesar tarif hunian pada 3 [liga) bulan
portama.

() Penjanjian penghunian schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pemilik 1zin pemanfaatan fasilitas rusunawa dan Kepala UL

Pazsal 11
(1] Maten pepanjian penghunian sebagaimana dimaksud dalam 'asal 10 ayar {3)
pabing secdikit meongatuar:
a, Tdentitas kedua belah pihale
b. jangla wakt penghunian:
. . hesaran lanl hunian;
d, hak, kewajiban dan larangan para pihalk; dan
e, keadaan luar kemampuan {force majour).

(2] Masa berlaku perjanjian penghunian sesuai dengan measa 2in vang diberikan.

BAB IV
HAK, EEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Pemilik izin pemanlaaian fasmihilas rusunswa borheado:
a. memanfaatkan fasilitas misunawa sesuai win yang dirmhila;

b. menermpati fasilitas hunian rusunaws cadangan yang disiapkan oleh pengelola
saat dilakukan perbaikan pada fasilitas hunian rusunawa;, dan

. c. penghuni  yang memiliki  cacar  fisik/lanjul. usia dapat  ditcmpatkan
dilantai 1 hunian.

Pagal 13

Permilik win pemanlaalan [sihlas rusunaws berkewajiban:

a. membayar Laml hunian rusunaws;

b. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, dan pelayanan sampah;

. menaati peraltican, tala tertih serta menfaga ketortiban rumnanm:

d. memelihara, merawal, menjaga kebersihan satuan hunian dan lingkungan

FUSLhawa)
g. membayar ganll o unluk seliap kerasakan yang diskibatkan kelalaian
penghuni;
£ Tals cara pembwyarsn ganl rog skan ditctapkan dengan Kepulussn Kepals
Dinas;

g mengosongkan lasilitas rusunawa pada saat izin pemanfaatan  rusoTEws
berakhir atan izin pemanfaatan rusunawa dicabut, dan menyerahkan embali
kepada pengelola dalam kondisi baik.,

Pasal 14

Pernilik izin rusunawa dilarang:
a. mengahihkan hak pemanfaatan rusunaws kepada pihak lain;
b. mengubah Ringsi pemanfaatan rusunawa:
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c. memanlaatkan rusunawa Lidak sesuad izing

d. berjudi, menjual dan/dlau memalkai narkobs, menjual dan/alay meminum-
mimunan keras, dan boerbuat maksian;

c. melalukan kegialun yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakal, menggangegu kepentingan umum, menpancam keselamalun
dan keamanan umum serla melanggar peraluran perundang-undangan; dan

[. melakukan perbuatan vang melangpar tuta terlib rusunawa.

BAB V
TARIF HUNIAN

Pasal 15

Tarl human sebagaimans dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota Metro
lentang Tanf Scwa Pemakaian Rumah Susurn Sederhana Sewa.

BAR VI
SANKSI ADMINISTRASI

. Pazal 16

(1] Sctiap pemilik izin pemanfaatan fasilitas rusunaws diberikan peningatan sccara
tertulis apabila:
a. melakukan kegialan tidak sesual denpan ketentuan yang ditetapkan dalam

izin vang telah diperolchnya;

b. tidak melaksyunakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
<. Melanggar kelentuan schagaimana dimaksud dalam pasal 14,

(4] Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (Ligs) kali berturut tumr dengan
tenggang wakiu masing-masing 7 [tujuh) han.

Pa=al 17

(1) Fasilitas rusunawa dilakukan penvegelan apabila pemilik izin  pemnanfastan
fasilitas  rusumaws  tidak mengindahken peringatan  tortulis  sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2],

. [2} Jangka wakt penyegelan schagairnana dimaksud pada ayat (1) berlaki selama
7 {tujuh) hari terhinung sejuk dilakulan penvegelan,

(3) 'ada saat dilaksanakan penyvegelan fasilitas rusunawa, pemilik izin tidak dapat
memanfaatkan fasililas rusunawa.

(4) Fasilitas rusunawa vang lelah dilabukan penvegelan dapat dimanlaatkan
kemball apabila pemilik im0 telah mengindahkan peringatan dengan melakakan
perbaikan dan melaksanakan kewsajibannya sesuai dengsn ketentuan dalam
Peraturan Walikota ini.

BAR VII
PENCABUTAN IZIN

Pagal 18

(L) lzin pernanizatan fasilitas masunawa dicabut apabila:
d. ada permohoman dari pemilik izin permanfaatan fasilitas masunawa;

b, izin pemanfaalan fasilitas rusunawa dikcluarkan atas dala yang tidak
benar/dipalsukan olch pemohon izn;

¢, pemilik izin pernanfaatan fasilitas misunawa tidak melakukan perbaikan
sesual ketentuan yang berlaku setelah melalul masa penyegelan schasaimana
dimaksud dalam Pasal 17 avat (1); dan

d. melakukun pelangsaran schapaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,
buruf d dan hurufe.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(2] Pencalnaian iwin pemanfasian fasilites rusunaws schapnimana dimalkesud pada
ayal [1] huraf 4 tanpa didahulul pemberian sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

(3) Pelaksanaan pencabutan izin pemanfaatan fasilitas rusunawa discrtai dengan
penutupan fasilitas rmsunawa.

{4) Poncabutan  izin pemenfaatan fasilitas  rosunawa sekalipus  mengakhing
porjanjian scwa menycowa pemanfaatan fasilitas masunawa.

{o) Retribusi yang  telah  dibayarkan oleh  pemilik izin  pemanfaalan Bsilitas
rusunawa yang dicabut izinnyva scbhagaimana dimaksud pada ayal (1) tdak dapat
ditarik kembali.

(6] Pecmilik izin pemanfaatan fasilitas risunawa wajib mengembalikan fasililas
rasunawa kepada kepala UPT dalam kondisi baile paling lambat 7 {tujuh) har
kega seak dikclusrkannva pencabutan izin pemanfaatan fasilitas rusunaws,

(V) Apalnla permbk mn pemanfasatan fasihitas rusunawa tidak mengembalikan
[asilitas rusunavwa schagmmana dimaksud pada avat (6) maka UPT melakukan
PUNEDSONEAT tanpa syarat,

BAE VIII
PELAEKESANAAN, PEMBINAAN., DAN PENGAWASAN

Pazal 19

(1] Pelaksanaan pernbinaan dan pengawasan pemanfaatan rusunawa dilalkoolan
alch dimnas dan dengen melibatkan instans tcknus,

[2) Ketentuan  Ichih langut mengenai tcknis pelaksanaon Peraturan Walikota
ini diatur olch Kepala Dinas  scsual  dengan kctocntuan  peratuean
perundang-undangan,

BAB IX
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangpal dinndanglan.

Apar scliap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Metro

PARAF HIERARKHIS Diletapkan di Kota Metro
Sekda e Pada tanggal 50 Jewasds 2015
— ps —— WALIEOTA METRO,
BB i )

Keaala Bagian ............. i p—— W
Kasubbag 040 MY.... ] - o LUKMAN

Dinndsrpksn o Moo, |
Pada tangpal o L 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR.... x........



